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Penelitian ini membahas mengenai evaluas implementasi kebijakan pemisahan fungsi AR dalam upaya
meningkatkan kepatuhan Wajib Pgjak dalam penyampaian SPT Tahunan PPh serta mengidentifikasi upaya-
upaya KPP Pratama Jakarta Tebet dalam meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh.
Evaluasi ini ditinjau menggunakan salah satu tipe kritera evaluasi implementasi kebijakan William Dunn,
yaitu efektivitas. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan paradigma post-positivist deskriptif
dan teknik pengumpulan data dengan cara studi literatur dan studi lapangan, yaitu dengan wawancara
mendalam. Hasiinya adalah pada evaluasi implementasi kebijakan pemisahan fungsi AR tidak efektif
meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh KPP Pratama Jakarta Tebet. Penyebabnya antara
lain (1) minimnya SDM, (2) karyawan Wajib Pgjak yang belum menguasai perpgakan, (3) Wajib Pajak
belum memahami ketentuan perpajakan terkait penyampaian SPT Tahunan PPh dan cara pengisiannya, (4)
dataWagjib Pgjak sudah tidak valid sehingga menyulitkan AR untuk menghubungi dan melakukan
kunjungan (visit)., (5) kurangnya kesadaran Wagjib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, serta (6)

masi h terdapat job description diluar tugas dan fungsi yang telah ditentukan sehingga dengan adanya
kebijakan pemisahan fungsi, AR yang menjalankan fungsi pengawasan tetap menjalankan fungsi pelayanan
Upayayang dilakukan AR dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pgjak adalah 1) memberikan kemudahan
penyampaian SPT Tahunan melalui media elektronik (e-filing, e-spt), (2) melakukan upaya edukatif, (3)
memberikan himbauan penyampaian SPT Tahunan PPh dengan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak
dan (4) penegakan sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh.

...... This study discusses the evaluation of the implementation of the policy on the separation of AR
functions in an effort to improve taxpayer compliance in submitting Annual Income Tax Returns and
identifies the efforts of KPP Pratama Jakarta Tebet to improve compliance with the submission of Annual
Income Tax Returns. Thisevaluation is reviewed using one of the criteriafor evaluating William Dunn's
policy implementation, namely effectiveness. This research is a quantitative research with a descriptive post-
positivist paradigm and data collection techniques by means of literature studies and field studies, namely by
in-depth interviews. The result is that the evaluation of the implementation of the policy on the separation of
AR functionsis not effective in increasing the compliance of the submission of the Annual Tax Return of
KPP Pratama Jakarta Tebet. The reasons include (1) lack of human resources, (2) Taxpayer employees who
have not mastered taxation, (3) Taxpayers do not understand tax provisions related to submitting Annual
Income Tax Returns and how to fill them, (4) Taxpayer datais no longer valid, making it difficult for AR to
contact and make visits,, (5) lack of awareness of taxpayers in submitting annual tax returns, and (6) there
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are still job descriptions outside the assigned duties and functions so that with the policy of segregation of
functions, AR is carrying out a permanent supervisory function. carrying out service functions The efforts
made by AR in improving taxpayer compliance are 1) providing convenience in submitting Annual Tax
Returns through electronic media (e-filing, e-spt), (2) making educational efforts, (3) providing an appeal for
submitting Annual Income Tax Returns with persuasive approach to taxpayers and (4) enforcement of
sanctions for late reporting of Annual Income Tax Return.



